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INTISARI

Kebiiakan pemerintah dalam mengelola pertanahan adalah
dengan melalui kegiatan pendaftaran tanah (kadaster). Di Indonesia
kegiatan pendaftaran dilaksanakan 2 (dua) instansi yaitu : (1) Badan
Pertanahan Nasionai (BPN) dalam hal ini Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota, dan (2) Dirjen Pajak c.q Direktorat P^jak Bumi dan
Bangunan (PBB) dalam hal ini Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
tingkat kabupaten/kota. Idealnya informasi tentang data fisik bidang tanah
dari kedua instansi tersebut terutama informasi mengenai luas bidang
tanah seharusnya sama, tetapi kenyataan di lapangan banyak dijumpai
luas bidang tanah yang tertera pada letter C atau SPPT dengan luas
bidang tanah yang terdapat di sertipikat tidak sama. Hal itu juga banyak
terjadi di Desa Kayen, oleh karena itu penyusun tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul "Sikap Masyarakat lerhadap
Perbedaan Luas Bidang Tanah Pada Letter C atau SPPi Dengsn Luas
Bidang Tanah Pada Sertipikat di Desa Kayen Kecamatar. Kayen
Kabupaten Pati" dengan rumusan masalah : (1) Bagaimanakatr sikap
masyarakat Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati terhadap
perbedaan luas bidang tanah pada Jetter Catau SPPT dengan luas bidang
tanah yang ada pada sertipikat?, (2) Apakah ada hubungannya tingkat
pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap perbedaan <uas bidang
tanah tersebut?, dan (3) Apakah ada nubungannya tingkat harga tanah
dengan sikap masyarakat terhadap perbedaan luas bidang tanah
tersebut?

Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan
pendekatan kuanttatif.. dan data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Data primer yang diperoteh dari hasil survei masih dalam
bentuk data kuaHtatif yang kemudian dikuantltatifkan dengan dibari nilai
dan diskor. Teknik anatisis yang digunakan untuk membuat kesimpulan
adalah : (1) analisis skala Likert untuk mengetahui sikap masyaraKat, (2)
Analisis statistik Chi Square (X2) untuk mengetahui hubungan tingkat
pendidikan dan harga tanah terhadap sikap masyarakat.

Hasil penelitian : (1) Sebagian besar masyarakat dapat menerrma
perbedaan iuas bidang tanah pada tetter Catau SPPT dengan luas bidang
di sertipikat. Hal itu dibuktikan dengan prosentase masyarakat yang
mempunyat sikap menerima sebesar 74% lebih besar dibandmg
masyarakat yang mempunyai sikap tidak menerima hanya 26%. 1ni berarti
masyarakat lebih percaya kepada has'rl pengukuran dari BPN, (2) HasH uji
statistik menunjukkan terdapat hubungan yang lemah antara tingkat
pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap perbedaan luas bidang
tanah padaletter C atau SPPT dengan luas bidang tanah di sertipikat yang
dibuktikan dengan harga koefisien kontfngensinYa sebesar 0,220. Dari
tabei silang dapat disimpufkan semakin tinggi tingkat pendidikan
masyarakat maka semakin tidak menerima perbedaan luas bidang tanah
tersebut, dan (3) Terdapat hubungan yang temah antara tingkat harga
tanah dengan sikap masyarakat terhadap perbedaan luas b'rdang tanah
pada letter C atau SPPT dengan luas bidang tanah di sertipikat, yang
secara statistik dibuktikan harga koefisienkontingensinyasebesar 0,211.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Betakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat

penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengingat sebagian besar

kehidupan masyarakat Indonesia bercorak agraris. Selain berfungsi

untuk menyelenggaraksn kehidupan dan penghidupan dapat juga

sebagai faktor produksi serta mempunyai nilai ekonomis. Dengan

tanah ini masyarakat bisa memperoleh penghasilan untuk

meningkatkan kualitas hidupnya.

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang diiringi dengan

semakin meningkatnya jumlah penduduk akan memperbesar

permintaan tanah untuk berbagai macam pembangunan, seperti

perumahan, industri, pertanian, sarana dan prasarana jalan. Pada sisi

lain ketersediaan tanah untuk keperluan tersebut sangat terbatas,

karena luas tanah tidak bertambah. Ha! ini dapat menimbulkan

masalah-masalah pertanahan antara lain, sengketa tanda-tanda

batas, sertipikat ganda, sengketa hak dan sengketa-sengketa

pertanahan lainya.

Cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah

dengan menyelenggarakan pengelolaan pertanahan melalui kegiatan

pendaftaran tanah (kadaster). Pada awal perkembanganya, kadaster



dan pencatatan tanah (land record) dilakukan hanya untuk mendukung

sistem perpajakan tanah saja. Seiring dengan perkembangan jaman

kegiatan pendaftaran tanah atau kadaster juga mengalami kemajuan

yang dimulai abad ke-19 yaitu jaman Napoleon I yang meletakkan

dasar dan kebijakan baru dalam sistem pencatatan pajak (taxation

record) yang meliputi pencatan mengenai bidang-bidang tanah dan

telah menggunakan peta-peta untuk menuniukkan lokasi bates bidang

tanah.

Pendaftaran tanah atau kadaster yang lebih maju lagi

ditunjukan oleh negara Swedia tahun 1954 yang dilakukan oleh King

Gustav I dengan kebijakan melakukan kegiatan pengukuran untuk

mengatur semua pajak-pajak t^nah pertanaian serta melakukan

pendataan mengenai siapa pemiliknya dan besarnya pajak. Kemudian

selalu dilakukan pemutakhiran terhadap catatan-catatan termasuk

kesalahan-kesalahan waktu pengukuran.

Bentuk pendaftaran tanah atau kadaster yang dikenal sekarang

ini ada dua macam yaitu: kadaster tujuan hukum (legal cadaster) dan

kadaster tujuan perpajakan (Fiscal cadaster) yang merupakan subyek

dari sistem informasi pertanahan. Kedua bentuk pendaftaran tanah

atau kadaster tersebut mengandung catatan-catatan mengenai tanah

yang dapat dikembangkan menjadi pendaftaran tanah atau kadaster

yang multi guna (multipurpose cadaster) sehingga terdapat kesamaan

data fisik bidang tanah sebagai obyek pendaftarannya.



Dalam implementasinya dibeberapa negara yang telah maju

sistem kadastemya, pelaksanaan pemetaan sekala besar

dimaksudkan untuk melayani kepentingan kadaster hukum maupun

kadaster fiskal sehingga dalam setiap kegiatan snrvei kadaster, data

obyek fisik di lapangan digunakan untuk kepentingan bersama.

Seperti pada negara-negara lain sistem pendaftaran tanah atau

kadaster di Indonesia dahulu juga dilakukan untuk keperiuan

perpajakan. Sejalan dengan perkembangan, pendaftaran tanah atau

kadaster di Indonesia sekarang juga mempunyai tujuan yang sama

dengan negara-negara tersebut yaitu untuk tujuan hukum (legal

cadaster) dan tujuan perpajakan (f.scal cadaster).

Institusi pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan

kegiatan pendaftaran tanah atau kadaster adalah Badan Pertanahan

Nasionai (BPN) dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota dan Dirjen Pajak c.q Direktorat Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Di tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh

Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pendaftaran tanah atau kadaster yang dilaksanakan oleh

Badan Pertanahan Nasionai (BPN) adalah kadaster hukum bertujuan

untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah,

subyek hak, dan obyek haknya. Sedang pendaftaran tanah atau

kadaster untuk tujuan perpajakan dilakukan oleh Departemen

Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak c.q Direktorat Pajak Bumi dan



Bangunan (PBB) bertujuan untuk menyediakan informasi pertanahan

bagi pemerintah untuk tujuan perpajakan. pendaftaran tanah ini tidak

mempunyai aspek hukum, dan informasi yang dihimpun hanya

ditujukan untuk pemungutan pajak tanah dan bangunan.

Dalam setiap kegiatan pendaftaran tanah, baik legal maupun

fiskal selalu diperiukan adanya date bidang fisik bidang tanah agar

dapat diketahui tentang bates, letak, dan terutama luasnya. Untuk

mendapat data tersebut harus dilakukan suatu kegiatan yaitu

pengukuran dan pemetaan.

Pengukuran dan pemetaan oleh Badan Pertanahan Nasionai

(BPN) dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bertujuan

untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada cbyek

pendaftaran tanah baik Kepastian bates, letak. maupun luasnya dan

dilaksanakan dengan asas kontradiktur delimitesi (contradikioire

delimitatie). Pada pendaftaran tanah atau kadaster yang dilakukan

oleh petugas dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya

menitikberatkan pada informasi luas bidang tanah dan tidak ada asas

kontradiktur delimitesi.

Hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh petugas

dari Kantor Pertanahan maupun dari Kantor Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) untuk setiap bidang tanah idealnya harus

mempunyai kesamaan terutama kesamaan luas bidang tanahnya.

Pada kenyataanya hampir semua terjadi perbedaan luas yang



menimbulkan keranouan dalam masyarakat dan yang menjadi

masaiah adalah apabila masyarakat tidak bisa menerima perbedaan

luas tersebut karena luas bidang tanah berkaitan erat dengan nilai

harga jual tane-.h.

Seperti kite ketahui dalam melaksanakan tugasnya antara

Kantor Pertanahan dengan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

selalu saling terkait. Keterkaitan tersebut nampak pada proses

pensertipikatan tanah selalu diperiukan adanya alat bukti hak yang di

antaranya adalah merupakan surat-surat mengenai tanah yang dibuat

oleh Dirjen Pajak c.q Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan

data yang ada pada kantor pertanahan senantiasa terpslihara

sehingga selai'j up to date yang sangat diperiukan oleh Dirjen Pajak

c.q Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk mengetahui

kepemilikan sebenamya sehingga pengurusan pajak tepat pada

sasaranya.

Masaiah perbedaan luas tersebut akan muncul setelah bidang

tanah yang bersangkutan didaftarkan di Kantor Pertanahan khususnya

pendaftaran tanah pertama kali. Di sini surat-surat tanah dari Kantor

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti letter C dan Surat

Pemberitahuan Pajak Tertanggung (SPPT) dengan sertipikat

merupakan suatu hal yang saling terkait. Letter C sebagai alat bukti

kepemilikan dijadikan sebagai dasar permohonan hak di Kantor

Pertanahan untuk penerbitan sertipikat dan SPPT sebagai salah satu



kelengkapan berkas permohonan hak yang dikeiuarkan oleh kantor

PBB, sedang sertipikat adalah produk yang penerbitanya didasarkan

pada alat bukti pemilikan yang berupa letter C setelah melalui proses

di Kantor Pertanahan. Tetepi luas yang tercantum dalam letter C dan

yang tercantum dalam sertipikat banyak yang tidak sama atau

terdapat selisih luas. Bagi masyarakat yang bisa menyadari keadaan

tersebut bukanlah menjadikan suatu masaiah, tapi hal tersebut akan

menjadi masaiah apabila masyarakat tidak bisa menerimanya.

Perbedaan luas bidang tanah tersebut tentunya akan disikapi

oleh masyarakat, baik sikap yang mendukung atau memihak

(favorable) maupun sikap yang tidak mendukung atau tidak memihak

(unfavorable). Bertolak dari uraian di ates maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian yang kemudian dituangkan dalam tulisan yang

berbentuk skripsi dengan judul "Sikap Masyarakat Terhadap

Perbedaan Luas Bidang Tanah Pada Letter C atau SPPT Dengan

Luas Bidang Tanah Pada Sertipikat di Desa Kayen Kecamatan

Kayen Kabupaten Pati"

B. Perumusan Masaiah

Berdasarkan dari uraian dan kenyataan tersebut diates, maka

penulis dalam penelitian ini merumuskan masaiah sebagai berikut:



1. Bagaimanakah sikap masyarakat Desa Kayen Kecamatan Kayen

Kabupaten Pati terhadap perbedaan luas bidang tanah pada letter

C atau SPPT dengan luas bidang tanahyang ada padasertipikat?

2. Apakah ada hubungan tingkat pendidikan dengan sikap

masyarakat Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

terhadap perbedaan luas bidang tanah pada letter C atau SPPT

dengan luas bidang tanah yang ada pada sertipikat?

3. Apakah ada hubungan tingkat harga tana:-, dengan sikap

masyarakat Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

terhadap perbedaan luas bidang tanah pada letter C atau SPPT

dengan luas bidang tanah yang ada pada sertipikat?

C. Pemostasan Masaiah

Untuk mengarahkan penelitian ini pada pckok

permasalahanya, maka periu adanya pembatesan-pembatesan

masaiah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Sikap masyarakat yang dirnaksud adalah sikap masyarakat yang

bersifat mendukung atau memihak (favorable) maupun sikap

yang tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable)

terhadap perbedaan tersebut.

2. Masyarakat yang akan diketahui sikapnya adalah masyarakat

yang sudah mempunyai sertipikat hak ates tanah.



3. Dasar pendaftaran dari penerbitan sertipikat hak ates tanah

tersebut berdasarkan alat bukti pemilikan yang berupa letter C.

4. Sertipikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan melalui

permohonan hak secara sporadik.

5. Luas bidang tanah pada letter C atau SPPT adalah luas yang

dihasilkan dari hasil pengukuran dan penghitungan luas menurut

metode yang digunakan oleh Kantor PBB.

6. Luas bidang tanah pada sertipikat adalah luas yang dihasilkan

dari hasil pengukuran dan penghitungan luas menurut metode

yang digunakan oleh Kantor Pertanahan (BPN).

7. Bidang tanah yang dimaksud adalah bidang tanah yang utuh atau

tidak mengalami pemecahan/pemisahan.

8. Luas bidang tanah pada letter C dan luas di SPPT diasumsikan

sama karena satu produkdari kegiatan fiskal kadaster.

D. Tujuan Dan Kegunaan Peniiitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui bagaimana sebenarnya sikap masyarakat Desa

Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati terhadap

perbedaan luas bidang tanah pada letter C atau SPPT

dengan luas bidang tanah yang ada pada sertipikat.

b. Mengetahui bagaimana hubungan tingkat pendidikan

dengan sikap masyarakat terhadap perbedaan luas bidang



tanah pada letter C atau SPPT dengan luas bidang tenah

yang ada pada sertipikat.

c. Mengetahui bagaimana hubungan tingkat harga tanah

dengan sikap masyarakat terhadap perbedaan luas bidang

tanah pada letter C atau SPPT dengan iuas bidang tanah

yang ada pada sertipikat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai suatu bahan masukan bagi penyelenggara

pendaftaran tanah, baik Kantor Pertanahan maupun Kantor

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar dalam melaksanakan

tugasnya selalu berkoordinasi.

b. Sebagai sumbangan dalam pengetehuan dan selaniutnya

dapat dijadikan sebagai informasi bag! studi pendaftaran tenah

serta dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan

pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

i. Anggapan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kayen dapat

menerima perbedaan luas bidang tanah pada letter c dan SPPT

dengan luas di sertipikat adalah benar. Hasil analisis menunjukkan,

bahwa masyarakat cenderung dapat menerima luas bidang tanah

apa adanya dilapangan sesuai dengan hasil pengukuran petugas

ukur dari Kantor Pertanahan.

2. Hasil uji statistik membuktikan, terdapat hubungan antara tingkat

pendidikan dengan sikap terhadap perbedaan luas bidang tanah

pada letter C atau SPPT dengan luas di sertipikat meskipun tidak

erat/lemah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka

semakin tidak menerima perbedaan luas bidang tanah pada letter

C ateu SPPT dengan luas bidang tanah di sertipikat.

3. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat

harga tenah dengan sikap masyarakat terhadap perbedaan luas

bidang tanah pada letter C atau SPPT, tetapi hubungan tersebut

sangat lemah, artinya tingkat harga tanah tidak terlalu

mempengaruhi sikap masyarakat terhadap perbedaan luas

tersebut.
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B. Saran

1. Agar masyarakat lebih serius dalam menanggapi masaiah

perbedaan luas ini, Hal ini dimaksudkan agar supaya kedua

instansi penyelenggara pendaftaran tanah dapat lebih

meningkatkan koordinasi utamanya dalam memberikan informasi

mengenai data fisik bidang tanah.

2. Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi dan

dengan pengetehuan yang dimiliki, supaya dapat memberikan

masukan atau kritik kepada instansi penyelenggara pendaftaran

tanah untuk dapat lebih meningkatkan mutu sumber daya

manusianya.
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